
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Jabatan : Sekretaris Utama

Nama : JAYADI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Nama : ANTONIUS TARIGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Pihak Kedua
Sekretaris Utama

JAYADIANTONIUS TARIGAN

${ttd_pengirim}${ttd}
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Lampiran
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO. SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET

1. 01 - Terimplementasinya
sistem perencanaan,
penganggaran, monitoring,
evaluasi kinerja yang efektif

01 - Indeks Perencanaan
Pembangunan

5 Indeks

02 - Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) BPOM komponen
Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, dan
Pelaporan Kinerja

62.05 Nilai

03 - Nilai Evaluasi Kinerja
Anggaran BPOM

2. 02 - Meningkatnya
efektivitas koordinasi
pengawasan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan
dengan Pemerintah Daerah

01 - Persentase dokumen
perencanaan, penganggaran,
pemantauan dan evaluasi
koordinasi pengawasan
Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan dengan Pemerintah
Daerah yang diselesaikan

100
Persentase

3. 03 - Tersusunnya Laporan
Keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan
(SAP)

01 - Opini BPK atas Laporan
Keuangan BPOM

4 Nilai

02 - Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran BPOM

96.6 Nilai

4. 04 - Terwujudnya tatakelola
pemerintah yang optimal

01 - Nilai Pembangunan Zona
Integritas Biro Perencanaan
dan Keuangan

88.5 Nilai

02 - Persentase pemenuhan
dokumen SAKIP Biro
Perencanaan dan Keuangan
sesuai standar

100
Persentase

03 - Tingkat Efisiensi
Penggunaan Anggaran Biro
Perencanaan dan Keuangan

100
Persentase
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NO. SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TARGET

04 - Indeks Manajemen
Risiko Biro Perencanaan dan
Keuangan

3.6 Indeks

05 - Persentase dokumen
Manajemen Risiko BPOM
yang diselesaikan sesuai
standar

100
Persentase

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 5,356,214,000 (Lima Miliar Tiga Ratus Lima
Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

NO. KEGIATAN ANGGARAN

1. WA.3159 - Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana
Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan
serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

5,356,214,000

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Pihak Kedua
Sekretaris Utama

ANTONIUS TARIGAN JAYADI
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